
MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2020 
GUNA PENYUSUNAN RKPD 2021 

TIM KECAMATAN BLIMBING 
MUSRENBANG TAHUN 2020 



Dokumen Perencanaan  

Daerah untuk Periode  

1 (satu) Tahun atau  

Disebut Dengan 

Rencana Pembangunan  

Tahunan Daerah 

forum antar pemangku  

kepentingan dalam rangka 

menyusun Rencana 

Pembangunan Tahunan 

Daerah 



Tahapan Musrenbang RKPD 

Januari 2020 

Musrenbang 

Kelurahan 

Musrenbang 

Kecamatan  

Blimbing 
11 Pebruari 2020 

Musyawarah Warga / Rembug 

Warga  scr berjenjang mulai 

RT – RW untuk  menentukan 

usulan kegiatan yang  akan 

diusulkan di Musrenbang  

Kelurahan 

Des 2019 .– Jan 2020 

20 Pebruari 2020 

Forum Perangkat 

Daerah 

Kecamatan Blimbing 



USULAN KEGIATAN  

PEMBANGUNAN  

PRIORITAS 

ISU STRATEGIS 

DAERAH 

PRIORITAS  

PEMBANGUNAN DAERAH 

TUGAS DAN 

FUNGSI SKPD 

URUSAN KEWENANGAN  

DAERAH 



22 

Urusan  
Pemerintah

an 

37 

Isu 

Strategis 

52 

Program  
Pembangu

nan  
Daerah 

4 

Urusan  
Pemerintah

an 

4 

Isu 

Strategis 

8 

Program  
Pembangu

nan  
Daerah 

1 

Urusan  
Pemerintah

an 

3 

Isu 

Strategis 

3 

Program  
Pembangu

nan  
Daerah 

URUSAN 

Pemerintahan Wajib 

URUSAN 

Pemerintahan Pilihan 

URUSAN 

Pemerintahan Kecamatan 
dan Kelurahan 

USULAN KEGIATAN 2021 
harus mengacu pada Surat Edaran Walikota Nomor : 050/3691/35.73.402/2019 



ISU STRATEGIS KOTA MALANG 2021 



Usulan Elemen Masyarakat dalam Musrenbangkel 

02. Permasalahan dan Sasaran  

Dokumen Rencana Pembangunan dari Elemen  

Masyarakat yang diajukan dalam Musrenbangkel  

harus jelas Permasalahannya dan Sasaran /  

Penerima Manfaatnya 

04. Kata Kunci 

Fahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, petakan alternatif  
solusinya, Susun Skala Prioritas Kegiatan yang dibutuhkan, sesuaikan  
Nomenklatur Kegiatan yang diusulkan 

03. Lokasi 

Dokumen Rencana Pembangunan dari Elemen  
Masyarakat yang diajukan dalam Musrenbang-  
kel harus jelas Lokasinya dan sesuai dengan  
pemetaan masalah yang dihadapi Kelurahan 

01. Usulan Kegiatan 

Dokumen Rencana Pembangunan dari Elemen Masyarakat yang diajukan  
dalam Musrenbangkel bukan memuat daftar keinginan melainkan  

daftar kebutuhan masyarakat yang telah disusun berdasarkan 
Prioritas 



Kegiatan dibiayai dari anggaran 
yang dikelola Kelurahan 

Kegiatan yang dibiayai secara Swadaya 

Form 1.4 Usulan kegiatan masyarakat yang  
dibiayai secara swadaya 

Kegiatan yang dibiayai dari APBD dikelola OPD 

Form 1.1 Usulan harus mengacu pada Urusan  
Pemerintahan dan Isu Strategis Kota malang tahun 

2021. 

Kegiatan yang dibiayai dari APBD I / APBN 

Form 1.3 Usulan yang menjadi urusan Provinsi  
maupun Nasional (usulan kegiatan lintas wilayah) 

Apa saja yang diusulkan pada Musrenbangkel 



Dana Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat 
asal dana APBD Kota Malang 

(Peraturan Walikota Malang Nomor - Tahun 2020) 

 
1. Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 

- Kegiatan Penyusunan Data Monografi Kelurahan (block grand) 

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kelurahan 

- Kegiatan Peningkatan RT/RW di Kelurahan dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

2. Program Pemberdayaan Masyarakat 

- Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat 

Kelurahan 

- Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan 

- Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat  

Kelurahan (block grand) 

- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat Kelurahan 

- Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan  

(block grand) 

- Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan (block grand) 

- Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan 

- Pembinaan Modin dan perawat jenazah 

- Pembinaan penjaga makam 

- Pembinaan penjaga tempat ibadah dan penjaga makam 

1. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui Kegiatan Peningkatan Prasarana  

dan Sarana Lingkungan Kelurahan 



Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum 

- 

1. Penyusunan Data Monografi Kelurahan (block grand) 
- Pemutakhiran data monografi Kelurahan 

- Penyusunan laporan data monografi kelurahan 

2. Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan 

Kelurahan 

- pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan  

ketenteraman dan ketertiban umum serta kerukunan masyarakat,  

diantaranya melalui penyuluhan, sosialisasi atauintensifikasi  

komunikasi/interaksi dengan masyarakat 

pelaksanaanpembinaan, penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan sejenis  

lainnya yang ditujukan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang  

bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan ketahanan lingkungan  

terhadap potensi bencana 



Program Pemberdayaan Masyarakat 

1. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah/Tingkat  

Kelurahan 

pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi atau kegiatan sejenisnya bagi lembaga kemasyarakatan  

di wilayah/tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman sumberdaya dan  

kapasitas organisasi lembaga kemasyarakatan 
 

2. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan 

- pelaksanaan kegiatan kerja bakti sosial/gotong royong dalam rangka meningkatkan  

kebersihan lingkungan 

- pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersumber kearifan lokal 
 

3. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat  

Kelurahan (block grand) 

- pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan atau kegiatan sejenisnya bagi organisasi  

pemberdayaan perempuan 

- pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan perempuan 



Program Pemberdayaan Masyarakat 

4. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat  

Kelurahan 

- pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat kelurahan 

- pelaksanaan fasilitasi dukungan pemasaran bagi produk usaha/kerajinan masyarakat 

kelurahan 

5. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan  

(block grand) 

- penyelenggaraan pertemuan atau rembug warga dalam rangka pra musyawarah  

perencanaan pembangunan di Tingkat Kelurahan (pra musrenbangkel) 

- penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan  

(musrenbangkel) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangka Daerah 

6. Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan (block grand) 

- pemutakhiran data Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) 

- Penyusunan dokumen Profil Kelurahan 



Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui Kegiatan  

Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan 

1. pemeliharaan/peningkatan jalan dan drainase 

2. pemeliharaan tembok penahan air/talud/ bronjong/plengsengan 

3. pembangunan/pemeliharaan jaringan/saluran air limbah domestik/rumah tangga 

komunal/terpadu 

4. pemeliharaan/penambahan jaringan/saluran air minum 

5. pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum selain prasarana/rumah ibadah 

dan gapura, yang tanah dan bangunannya merupakan aset pemerintah daerah 

6. pemeliharaan/penataan taman lingkungan 

7. pembuatan pergola untuk kawasan permukiman/jalan kampung 

8. pembuatan biopori, sumur injeksi dan sumur resapan 

9. penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) 

10.pengadaan tempat sampah, pot bunga, bibit tanaman, pupuk dan material lain  

yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, serta termasuk dalam  

belanja habis pakai 



Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik melalui Kegiatan  

Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Kelurahan 

11.  pengadaan barang/sarana yang pemanfaatannya bagi masyarakat secara  

bersama-sama dan menjadi aset Kelurahan, terbatas pada : 

a. gerobak sampah 

b. pengadaan tenda 

c. pengadaan meja/kursi untuk kegiatan rapat warga 

d. pengadaan alat musik/kesenian 

e. pengadaan soundsystem 

f. pengadaan radio komunikasi 

g. keranda jenazah 



PERHATIAN 
Pasal 5 Perwal 6/2018 

1. Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (8) yang dapat dibiayai terbatas pada konstruksi sederhana 

2. Kegiatan pembangunan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
4 ayat (8, untuk kegiatan fisik/konstruksi yang bersifat menyeluruh atau  
mengakibatkan perubahan atas sebagian besar atau keseluruhan obyek  
eksisting, hanya dapat dilakukan terhadap obyek eksisting yang masa/usia  
bangunan/konstruksinya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 

3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ayat (2) apabila terjadi kerusakan  
atas bangunan/konstruksi eksisting yang diakibatkan oleh keadaan kahar 

4. Pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 ayat (8) huruf e hanya dapat dilakukan sepanjang didukung  
dengan dokumen kepemilikan aset pemerintah daerah dan dengan  
peruntukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam rangka  
menghindari kemungkinan permasalahan hukum dan/atau perubahan  
peruntukan gedung/bangunan di kemudian hari 

5. Dalam rangka perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Lurah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait 



Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 
asal dana APBN (DAU) 

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018) 
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Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat 
asal dana APBN (DAU) 

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018) 
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PERHATIAN 
Pasal 7 dan 8 Permendagri 130/2018 



USULAN KEGIATAN MELALUI ANGGARAN BELANJA PERANGKAT  
DAERAH 



USULAN KEGIATAN MELALUI ANGGARAN BELANJA YANG DIKELOLA  
KELURAHAN 



USULAN KEGIATAN MELALUI APBD PROVINSI / APBN 



USULAN KEGIATAN DIBIAYAI SWADAYA MASYARAKAT 




